BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan hasil

penilain kompetensi JFP dalam bidang:

a. Proses kenaikan jenjang jabatan fungsional

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memanfaatkan hasil penilaian

kompetensi dalam proses kenaikan jenjang jabatan fungsional pemeriksa. Ada

beberapa faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kenaikan

jabatan berdsarkan hasil kompetensi, yaitu:

1))

2)

3)

Dukungan pimpinan, memiliki peran yang sangat signifikan dalam
proses kenaikan jenjang jabatan. Pejabat pimpinan tinggi di BPK tidak
hanya memberikan arahan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan
motivasi dan memastikan bahwa proses penilaian berjalan transparan
serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pedoman dan peraturan, Kelegkapan pedoman dan peraturan yang jelas
serta terperinci sangat krusial untuk menjaga keadilan dalam proses
penilaian dan  kenaikan  jabatan. Aturan-aturan ini telah
diharmonisasikan dengan kebijakan nasional, sehingga proses sertifikasi
dan kenaikan jabatan di BPK tidak hanya sesuai dengan regulasi
internal, tetapi juga sejalan dengan standar profesional yang berlaku
secara luas.

Kesiapan sarana dan prasarana, BPK telah memiliki lembaga
penyelenggara penilaian kompetensi secara mandiri, yang berfungsi
untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi secara internal. Sarana
dan prasarana yang memadai juga mencakup teknologi penilaian yang
terintegrasi, yang memungkinkan proses penilaian dilakukan secara

objektif dan efisien.
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Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi agar

pemanfaatan hasil penilaian kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan dapat

berjalan secara optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1)

2)

Intervensi politik organisasi, Masih terdapat intervensi dari berbagai
pihak internal BPK dalam proses kenaiakn jabatan fungsional pemeriksa
khususnya terkait penempatan terhadap formasi dan satuan kerja yang
strategis.

Transparansi hasil penilaian, Hasil penilaian kompetensi di BPK
diklasifikasikan sebagai dokumen dengan status rahasia terbatas,
sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki akses terhadap
informasi tersebut. Ketidaktransparanan ini dapat menciptakan persepsi
negatif dan memunculkan spekulasi bahwa hasil penilaian tidak

sepenuhnya objektif.

b. Proses pengembangan kompetensi JFP

Hasil penilaian kompetensi dapat digunakan sebagai dasar untuk

merencanakan pengembangan pegawai, khususnya dalam Jabatan

fungsional Pemeriksa. Dalam laporan penilaian kompetensi, terdapat

rekomendasi yang menyarankan pelaksanaan program pengembangan

kompetensi guna meningkatkan pengetahuan pegawai. Terdapat beberapa

faktor yang mendukung upaya pengambangan kompetensi JFP di BPK,

antara lain:

)]

2)

Sarana dan prasarana diklat, BPK telah memiliki lembaga atau Badan
diklat yang berfungsi secara mandiri dan sudah terakreditasi oleh pihak
berwenang. Selain itu BPK memiliki empat Balai Diklat yang tersebar
di berbagai wilayah. Sehingga memudahkan akses pegawai di seluruh
Kantor perwakilan untuk mengikuti dikalt tanpa terkendala jarak.

Pedoman dan Peraturan, BPK juga memiliki pedoman dan peraturan
yang jelas untuk melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai.

Pedoman inimencakup mekanisme, tahapan dan kriteria yang harus
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dipenuhi. Keberadaan pedoman ini memastikan bahwa setiap pegawai

mengikuti program pengembangan secara terstruktur dan terukur.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi
agar pemanfaatan hasil penilaian kompetensi untuk pengembangan
komeptensi JFP dapat berjalan secara optimal. Faktor-faktor penghambat
tersebut antara lain:

1) Kurangnya pemahaman pegawai terhadap Laporan kompetensi,
Terdapat sejumlah pegawai masih belum sepenuhnya memahami isi dan
makna dari laporan penilaian kompetensi, khususnya mengenai
dinamika kompetensi mereka. Hal ini menyebabkan pegawai sering kali
tidak menyusun rencana aktivitas individu sebagai tindak lanjut dari
hasil penilaian kompetensi tersebut.

2) Kalender diklat belum terintegrasi dengan rencana pengembangan
individu yang disusun oleh pegawai sering kali tidak terhubung atau
terintegrasi dengan kalender diklat yang telah dikeluarkan oleh Badan
Diklat BPK. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan
pengembangan individu dan program pelatihan yang disediakan oleh

lembaga.

2. Strategi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi
Strategi yang selama ini dilaksanakan oleh Biro SDM BPK adalah sosialisasi
bidang kepegawaian yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Sosialisasi ini
bertujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur kenaikan jenjang
jabatan fungsional sesuai hasil penilaian kompetensi kegiatan ini melibatkan

pimpinan satuan kerja seluruh pegawai
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B. Saran
Berdasarkan analisis Penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran
yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan di BPK RI adalah sebagai
berikut:
1. Proses kenaikan jenjang jabatan fungsional
Untuk mengatasi dan mengantisipasi hambatan dalam pemanfaatan hasil
penilaian kompetensi dalam kenaikan jenjang jabatan fungsional pemeriksa,
peneliti menyarankan perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
a. Transparansi Proses Penilaian
Meningkatkan transparansi dalam proses penilaian kompetensi dengan
menyampaikan secara jelas kriteria, metodologi, dan hasil penilaian
kepada semua pihak terkait. Hal ini termasuk menjelaskan bagaimana
hasil penilaian akan digunakan dalam keputusan kenaikan jabatan dan
memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak
yang berwenang. Transparansi ini akan membantu meminimalisir
kecurigaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan
hasil penilaian kompetensi adalah adil dan objektif.
b. Komunikasi dan Sosialisasi
Mengadakan sosialisasi rutin mengenai prosedur penilaian kompetensi
dan kenaikan jenjang jabatan kepada seluruh pegawai dan pimpinan
satuan kerja. Sosialisasi ini harus mencakup bagaimana proses penilaian
dilakukan, kriteria yang digunakan, serta mekanisme untuk mengajukan

keberatan atau klarifikasi jika diperlukan.

2. Proses pengembangan kompetensi JFP
Untuk mengatasi dan mengantisipasi hambatan dalam pemanfaatan hasil
penilaian kompetensi untuk pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional
Pemeriksa (JFP), peneliti menyarankan langkah-langkah berikut:
a. Memberikan Proses Feedback kepada pegawai:
Menyediakan proses feedback yang konstruktif kepada para peserta

yang telah mengikuti penilaian kompetensi, baik bagi mereka yang
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memenuhi syarat maupun yang belum memenuhi syarat. Feedback ini
harus mencakup analisis mendalam mengenai kekuatan dan area yang
perlu diperbaiki, serta rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.
Dengan memberikan umpan balik yang jelas dan terperinci, peserta akan
memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hasil penilaian mereka
dan pentingnya menyusun rencana kegiatan pengembangan individu.

b. Mengintegrasikan rencana Pengembangan kompetensi
Mengintegrasikan hasil penilaian kompetensi dengan rencana
pengembangan individu yang telah disusun oleh pegawai serta rencana
diklat yang disusun oleh Balai Diklat. Proses integrasi ini bertujuan
untuk memastikan bahwa kebutuhan pelatihan dan pengembangan
pegawai sesuai dengan hasil penilaian kompetensi dan dapat disesuaikan

dengan jadwal diklat yang tersedia.

Dalam konteks penelitian yang dapat dilakukan di masa mendatang, disarankan
untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak dari upaya pengembangan
kompetensi yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kompetensi para pejabat
fungsional. Fokus penelitian ini sebaiknya diarahkan pada evaluasi program
pengembangan kompetensi, terutama bagi peserta penilaian kompetensi yang
belum memenuhi syarat. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana
program pengembangan yang diterapkan mampu meningkatkan kompetensi

mereka dan bagaimana program tersebut dapat dioptimalkan agar lebih efektif.
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